BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung
jawab Kepala Desa Sukandebi dalam pelibatan perempuan di struktur
pemerintahan desa telah dilaksanakan secara formal, namun belum optimal
secara substantif. Pelibatan perempuan masih terbatas pada ranah sosial
kemasyarakatan dan belum menyentuh posisi strategis dalam pengambilan
keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini meliputi
hambatan kultural berupa kuatnya budaya patriarki, keterbatasan kapasitas
dan kepercayaan diri perempuan, serta belum adanya kebijakan afirmatif
yang secara tegas mengatur keterlibatan perempuan dalam struktur
pemerintahan desa. Akibatnya, partisipasi perempuan cenderung bersifat
simbolik dan belum mencerminkan kesetaraan gender yang sesungguhnya,
yaitu kesetaraan dalam akses, kesempatan, partisipasi, dan pengaruh dalam
proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak
hanya membahas aspek normatif atau peran perempuan secara umum, tetapi
secara khusus menyoroti tanggung jawab kepala desa sebagai aktor kunci
dalam mendorong pelibatan perempuan. Selain itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan empiris yang menampilkan kondisi nyata di
lapangan, sehingga mampu menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum

dan praktik yang terjadi di masyarakat desa.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan agar
Pemerintah Desa Sukandebi disarankan untuk tidak hanya meningkatkan
pelibatan perempuan secara formal, tetapi juga menerapkan kebijakan
afirmatif yang terstruktur dan berkelanjutan guna mendorong kesetaraan
gender secara substantif. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain
dengan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kuota minimal
keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan forum
pengambilan keputusan, serta memastikan perempuan tidak hanya hadir,
tetapi memiliki posisi strategis. Selain itu, diperlukan program pendidikan
dan sosialisasi gender yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,
termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan laki-laki, untuk secara bertahap
mengubah paradigma budaya patriarki yang masih mengakar. Upaya ini
dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, pelatihan kepemimpinan
perempuan, serta kampanye kesetaraan gender berbasis kearifan lokal agar
lebih mudah diterima masyarakat. Kepala desa juga perlu berperan aktif
sebagai agen perubahan dengan memberikan teladan, membuka ruang
dialog, serta mendorong normalisasi peran perempuan dalam
kepemimpinan publik. Dengan demikian, perubahan tidak hanya terjadi
pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat desa,
sehingga kesetaraan gender dapat tumbuh sebagai budaya yang hidup dan

berkelanjutan.
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